
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

1. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan 

Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara - 

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; 

a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

Aparatur Sipil Negara serta evaluasi pemberian 

tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara, perlu 

mengubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan 

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas 

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

BUPATI BELITUNG TIMUR 

PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

( SALINAN ] 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan 

Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4268); 



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1636); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 ten tang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 



16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Belitung Timur Nomor 7 4 Tahun 2022 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur 
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 
Nomor 75); 

15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2021 
tentang Pencatatan Kehadiran Pegawai Secara 
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung 
Timur Tahun 2021 Nomor 57); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Nomor 137); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 



Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten 
Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18) yang telah beberapa 
kali diubah dengan Peraturan Bupati: 
a. Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Tahun 2022 Nomor 35); 

b. Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 ten tang Tata Cara 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Tahun 2022 Nomor 61); 

c. Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Tahun 2023 Nomor 8); 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. 

MEMUTUSKAN: 

17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan 

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 18 

Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan 

Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 

46); 

Menetapkan 



(1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh 
persen) dari jumlah total TPP yang diterima PNS 
jabatan yang diampu. 

(2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung 
yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat 
menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua 
puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt 
atau Pih atau penjabat pada jabatan yang 
dirangkapnya. 

(3) Pejabat setingkat yang merangkap Pit atau Pih atau 
penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih 
tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP 
ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau 
jabatan yang dirangkapnya. 

(4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang 
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang 
merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat hanya 
menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang 
tertinggi. 

Pasal 6 

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 
(11) , sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

d. Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Tahun 2023 Nomor 14); 

e. Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentangTata Cara 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Tahun 2023 Nomor 46); 

f. Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Tahun 2024 Nomor 8); 

diubah sebagai berikut: 



(1) Besaran TPP bagi PPPK diberikan 75% (tujuh puluh 
lima persen) dari besaran TPP PNS dengan jenjang dan 
kelas jabatan yang sama. 

(2) Besaran TPP bagi PPPK diberikan 100% (seratus 
persen) dari besaran TPP PNS untuk jabatan dokter 
spesialis. 

(3) Bagi PPPK Formasi Tahun 2024 yang diangkat pada 
Tahun 2025 belum diberikan TPP berdasarkan 
pertimbangan Kemampuan Keuangan Daerah. 

Pasal 16A 

(5) Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah diberikan tambahan TPP sebesar 
15% (lima belas persen) dari basic TPP sesuai kelas 
jabatan masing-masing. 

(6) Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Bendahara 
pada PD yang mengelola anggaran di atas 
Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) 
diberikan tambahan TPP sebesar 15% (lima belas 
persen) dari basic TPP yang dibayarkan. 

(7) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai 
pengurus barang pengguna atau pengurus barang 
pembantu diberikan tambahan TPP sebesar 9% 
(sembilan persen) dari basicTPP. 

(8) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai 
pengurus barang pembantu pada sekolah negeri 
diberikan tambahan TPP sebesar 9% (sembilan 
persen) dari basic TPP. 

(9) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai 
Bendahara Operasional Sekolah diberikan tambahan 
TPP sebesar 11 % [sebelas persen) dari basic TPP. 

( 10) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang 
merangkap sebagai Pit. atau Pih atau penjabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat 
sebagai Pit. atau Pih atau penjabat. 

( 11) Pegawai ASN yang diberikan penugasan di Daerah 
dapat diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh 
persen) dari basic TPP. 

2. Ketentuan Pasal 16A ayat (1) ditambahkan 1 (satu) ayat 
yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut: 



BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 4 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

ttd 

MATHUR NOVIANSYAH 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 18 Februari 2025 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

ttd 

BURHANUDIN 

Ditetapkan di Manggar 

pada tanggal 18 Februari 2025 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 


